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Sistem ekonomi Islam atau yang dikenal dengan ekonomi syari’ah
merupakan salah satu sistem ekonomi yang diakui dunia. Tujuan ekonomi
Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup berbagai aspek
seperti: kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang
sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut
suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani
bagi seluruh umat manusia (Suryati, 2012).

Perlahan-lahan dunia mulai menyadari akan pentingnya keberadaan
sistem ekonomi Islam, sedikit demi sedikit perusahaan maupun bank mulai
memegang prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonominya. Peningkatan yang luar
biasa terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7
tahun1972 (Suryati, 2012). Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut
pada tahun 1998 lembaga keuangan syari’ah tidak hanya terdiri dari lembaga
yang bersifat bank saja tetapi juga meliputi lembaga keuangan non bank.
Seiring berjalannya waktu muncul lembaga keuangan yang berorientasi pada
bisnis dan sosial. Lembaga tersebut adalan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

BMT telah memberikan kontribusi signifikan ke seluruh perekonomian, baik



sebelum dan selama krisis moneter. BMT merupakan model lembaga keuangan
yang bisa dibilang paling sederhana. Kesederhanaan itu akan memudahkan
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bentuk organisasi
BMT yang sederhana dan tidak banyak memerlukan struktur manajemen
dengan sistem prosedur simpanan dan pinjaman yang murah serta jangkauan
pelayanan yang luas, BMT diharapkan mampu menjangkau masyarakat sampai
wilayah pedesaan (Prasetyo, 2010). Pengoperasian Baitul Mal Wa Tamwil
(BMT) bisa dikatakan sama dengan kinerja koperasi, karena dilihat dari segi
pendiriannya yang berbentuk keanggotaan dan membuat kesepakatan untuk
mengumpulkan modal awal pendirian BMT. Selain itu juga terdapat berbagai
produk yang bersifat penghimpun dana dan penyaluran dana yang hampir mirip
dengan koperasi. Melihat pada PSAK No. 27 yang mengatur tentang koperasi.
Pada prinsipnya akuntansi koperasi tidak jauh berbeda dengan akuntansi
perusahaan lainnya, begitu juga dengan BMT.

Mekanisme pengoprasian BMT dapat dikatakan sebagai lembaga
keuangan yang unik. BMT menjalankan kegiatannya sesuai dengan koperasi
akan tetapi produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syari’ah. Sama
halnya dengan produk syari’ah yang ada di lembaga keuangan syariah lainnya.
Semua hal yang berkaitan dengan syari’ah diatur didalam PSAK No. 101.

Pernyataan yang terdapat dalam PSAK No. 101 ini bertujuan untuk
mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum

(general purpose financial statements) untuk entitas syari’ah, yang selanjutnya



disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan
keuangan entitas syari’ah periode sebelumnya maupun dengan laporan
keuangan entitas syari’ah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.
Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan
entitas syari’ah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan
PSAK. Entitas syari’ah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang
melaksanakan transaksi syari’ah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-
prinsip syari’ah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Selain keunikan BMT yang kinerjanya hampir sama dengan koperasi
tetapi produknya syariah, dalam hal keuangannya BMT juga perlu ditelaah
lebih jauh mengenai tingkat kepatuhannya terhadap PSAK. Yang dapat
dijadikan tolak ukur kepatuhan terhadap PSAK vyakni terkait dengan
karakteristik laporan keuangan dan juga terkait dengan format laporan
keuangan, kelangkapan laporan keuangan, asumsi dasar dan ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan, BMT harus memenuhi karakteristik laporan
keuangan dan standar akuntansi keuangan yang ada untuk dapat dikatakan
patuh terhadap standar akuntansi keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik laporan
keuangan yang ada, terkait dengan sistem yang berjalan pada BMT saat ini,
maka karakteristik relevan dan dapat dibandingkan lebih tepat untuk dikaitkan

dengan masalah peloporan keuangan BMT. Relevan berarti juga harus berguna



untuk prediksi keuangan, menaksir posisi perusahaan saat ini serta ketepatan
waktu pengambilan keputusan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.
Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak sesuai
maka tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan
kinerja keuangan. Suatu laporan keuangan memenuhi kegunaannya apabila di
sajikan tepat waktu.

Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan
disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan
bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi
pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya
dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai
laporan tersebut. Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi
dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka semakin banyak
keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut sedangkan
semakin panjang periode antara akhir tahun dengan penyampaian laporan
keuangan maka akan semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut
dibocorkan pada pihak yang berkepentingan (Awalludin dan Sawitri, 2011).
Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu
untuk memungkinkan mereka dapat dengan segera melakukan analisis.

Profesi akuntansi pun mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan. Tanggung jawab ini ditunjukkan dalam



pekerjaan akuntan yang selalu berusaha bekerja lebih profesional agar tepat
waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan juga bisa
menjadi sumber pemicu konflik perusahaan dengan para pemegang saham atau
dengan pihak-pihak berkepentingan jika informasi yang disajikan kurang
relevan. Konflik-konflik tersebut seringkali sulit didamaikan sehingga berujung
pada kebangkrutan perusahaan atau menurunkan Kinerja dan nilai perusahaan
secara signifikan. Untuk meminimalisis konflik tersebut dalam hubungan
keagenan maka diperlukan informasi akuntansi berupa laporan keuangan.
Seharusnya perusahaan yang bidang usahanya sesuai dengan syariah akan lebih
bertanggung jawab dan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan,
karena pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dalam
hadis Qudsi, Allah SAW berfirman.
Lagid (pa G358 451513 1 s Lo Lad 581 (A0 A la i) i) Gl G )
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu
Hurairah ini menerangkan bahwa dalam kegiatan muamalah selalu dituntut
untuk berlaku amanah. Allah menyukai orang-orang yang amanah dalam
bertransaksi selama tidak melanggar kesepakatan tersebut. Implikasi dalam
bisnis dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus
selalu melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamanatkan
dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawaban tersebut
biasanya disusun dalam bentuk laporan akuntansi.

Tepat waktu juga telah dinyatakan dalam firman Allah.



15 1555 (31 1 3ia 1355 coaliaal | sl 3l 5 301 W) S (A1 G &) it )
Artinya: 1. Demi massa 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran.
Surat ini menerangakan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan waktu
sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “UJI KEPATUHAN LAPORAN
KEUANGAN BAITUL MAL WA TAMWIL BERDASARKAN PSAK No.
27 dan PSAK No. 101”.

(Studi Kasus pada 4 BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Batasan Masalah
Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yaitu penelitian ini hanya
memakai sampel empat BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sulitnya
dalam permintaan data berupa laporan keuangan.
Rumusan Masalah
a. Bagaimana kecenderungan BMT dalam menyusun laporan keuangan
apakah mengacu PSAK No. 27 atau PSAK No. 101?

b. Sejauh mana laporan keungan BMT telah mematuhi PSAK?



Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk meneliti apakah BMT telah menerapkan standar sesuai dengan
PSAK yang berlaku.

b. Untuk meneliti tentang kecenderuangan BMT dalam PSAK yang

diterapkan, apakah 27 atau 101.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Untuk memperkaya pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang
laporan keuangan BMT yang dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambil
keputusan.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan informasi bagi pihak BMT agar mensosialisasikan kepada
masyarakat supaya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.
b. Dapat memberikan arah studi tentang konsep Kketepatan dan
kelengkapan laporan keuangan BMT.
c. Sebagai referensi untuk peneliti yang hendak melakukan penelitian
dalam melihat ketepatan laporan keuangan BMT terhadap pengambilan

keputusan.





